TATA CARA PEMUNGUTAN,
PEMBAYARAN RETRI

DENGAN RAH

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA

SALINAN

KOTA SIBOLGA
UN 2022

TENTANG

i
HEMBAY?ARAN , PENYETORAN DAN TEMPAT
USI PELAYANAN KEPELABUHANAN

T TUHAN YANG MAHA ESA

SIBOLGA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13

Tahun
pelabuh

ay:r {4) dan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor

2016 tentang Retribusi Pelayanan
anan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud
Peraturan

P%ﬂnbayara
Pé‘layanan

tang P

tera

rmasi
Negara Rej

Indonesia

Uii'ildang
J

250, T

.
InH Tmasi ﬁ:lan
Ncua a Rep

pada huruf a, perlu menetapkan
Wali Kota ftentang Tata Cara

Pé ungutan, Pembayaran, Penyetoran, Tempat
i

n dan  Pengawasan = Retribusi

Kepelabuhanan;

ang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956

embentukan Daerah Otonom Kota-

U
t
Koia Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi
S

Utara (Lembaran Negara Republik
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor

[:&)dang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
l

dan Transaksi Elektronik (Lembaran
publik Indonesia Tahun 2008 Nomeor

58! Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 4843) sebagaimana telah

d-ﬂ‘ bah d?ngan Undang-Undang Nomor 19
Ta;j. aun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

omor 11 Tahun 2008 tentang
Transaksi Elektronik (Lembaran
ublik Indonesia Tahun 2016 Nomor

ahan Lembaran Negara Republik

Inlz lonesia Nomor 5952;

3.Undang-Undang...




Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
( baran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pelinerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lelinbaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5S87) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 teniang Cipta Kerja (Lembaran
Ne%ara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ing ‘:mesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
d Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Reﬁmblik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Petiaturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tenitang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Perhaturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan (Berita Negara Tahun 2017
Nomor 1412) sebagaimana telah diubah terakhir

inya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM] 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
lohji Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Tahun
2021 Nomor 779);

Pegaturan Menteri Perhubungan Nomor 84
Talaun 2018 tentang Jenis, Struktur dan
Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan Seria
Me isme Penetapan Tarif dan Jasa
Kepelabuhan Pada Pelabuhan Yang Digunakan
Unfuk Melayani Angkutan Penyeberangan
{Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1279j;

9. Peraturan...




Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14,

15.

TATA

Periaturan Menteri Perhubungan Nomor 19
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket
Angkutan Penyeberangan Secara Elekitronik
(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 412);

Penaturan Daerah Kota Sibolga Nomor 15 Tahun
2016 tentang Retribusi Pelayanan
Ke?elabuhanan (Lembaran Daerah Kota Sibolga
Ta]iuun 2016 Nomor 15j;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kofa Sibolga {Lembaran Daerah Kota Sibolga
Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Dakrah Kota Sibolga Nomor 12j);

Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 14 Tahun
20[17 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
seqta Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota
Siholga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017
Nomor 46);

20019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Pada
Dinas Perhubugan Kota Sibolga,

Peglaturan Wali Kota Sibolga Nomor 53 Tahun

Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 57 Tahun
20I[19 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Kepelabuhanan,

utusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52

Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan
Pelabuhan Penyeberangan,

MEMUTUSKAN :

GARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,

PENYETO DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BABI..




BAB1!
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

PO

“n

10.

11.

Daerah adalah Kota Sibolga.

Pemerin Daerah adalah Pemeriniah Kota Sibolga.

Wali Kotg adalah Wali Kota Sibolga.

Dinas aglalah perangkat daerah yang melaksanakan
urusan pFrhubungan di Kota Sibolga.

Kepala Winas adalah Kepala perangkat daerah yang
melaksanakan urusan Perhubungan di Kota Sibolga
Dinas Perhubungan Kota Sibolga.

Unit Pelgksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Kota
Sibolga ang selanjuinya disingkat UPT Pelabuhan
Penyebenimgan adalah unit pelaksana yang mengurus
urusan pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan di Kota
Sibolga.
Kepala JUPT Pelabuhanan Penyeberangan yang
selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT
Pelabuhan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kota
Sibolga.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merup kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun |yang tidak melakukan usaha yang meliputi
persero terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pemsiun, persekutuan, perkumpulan, yayasai,
organisas{ massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan
bentuk badan lainnya.

Bendah Umum Daerah yang selanjuinya disingkat
BUD adajah pejabat pengelola keuangan daerah yang
bertindak) dalam kapasitas sebagai bendahara umum

daerah dan ditetapkan oleh Walikota Sibolga.

Bendahar}
PD adalah penjabat fungsional yang ditunjuk

dengan

Penerimaan Dinas selanjutnya disingkat

dan/atau|ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota

Sibolga
menatau

Tenaga

ntuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
akan dan mempertanggungjawabkan uang

arian Lepas yang selanjutnya disebut THL

pendapaﬁ.n hasil penerimaan retribusi Dinas.

adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina
kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah untuk

melaksang

kan tugas-tugas tertentu pada instansi
atau yang penghasilannya menjadi beban

12. Perusahaan. ..




12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Perusahgan adalah semua bentuk usaha yang bergerak

dibidang
sejenisny
Umum a
Pemungu

penghim;

bisnis baik swasta maupun BUMN/BUMD dan
2 termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar
au disingkat SPBU.

tan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
sunan data objek dan subjek reiribusi,

penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai

kegiatan

penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta

Pendapa

Daerah adalah seluruh penerimaan daerah

pengawa;a;‘n penyetoran.

yang be
penerima
Rekening
RKUD ag¢
yang di

umber dari pajak daerah, retribusi daerah dan
an lain-lain.

Kas Umum Daerah yang selanjuitnya disingkat
alah rekening tempat penyimpanan uang daerah
tentukan oleh Wali Kota Sibolga untuk

menamp

ng seluruh penerimaan dan digunakan untuk

membay?r seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetap .
Rekening Operasional Pendapatan yang selanjutnya

disingka

ROP adalah rekening yang disediakan oleh

Bank sgbagai rekening untuk menampung setoran
retribusifyang disetorkan ke RKUD setiap hari kerja.
Retribusi Daerah yang selanjuinya disebut Retribusi

adalah

ngutan daerah sebagai pembayaran atas jalan

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atay diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepenti
Pelabuh
dan/ata
tempat
pengu
bersand

an pribadi atau Badan.
adalah tempat yang terdiri atas daratan
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
kegiatan pemerintahan dan kegiatan
aan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
, naik turun penumpang, dan/atau bongkar

muat b;{ilang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal

yang
keamang

engkapi dengan fasilitas keselamatan dan
n pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan

seria sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda

transpor,

Last.

Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapatdigunakan

untuk
angkutaj
sungai.
Pelabuhz

melayani kegiatan angkutan laut dan/atau
1 penyeberangan yang terletak di laut atau di

n Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang

digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau
yang ter]letak di sungai dan danau.

Pelabuhz
digunak:
Jasa Ki
Pelabuh:

Penyeberangan adalah Pelabuhan
untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
elabuhanan adalah jasa kepelabuhanan pada
Laut serta Pelabuhan Sungai dan Danau yang

yang

digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan.

23. Pelayanan...




23.

24.

25.

26.

27.

Pelayan Jasa Kepelabuhanan adalah merupakan
pelayan:rn jasa terhadap kapal, penumpang, dan
kendaradn berupa penyediaan dan/atau pengembangan.

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang
berfung sebagai jembatan yang menghubungkan
jaringan |jalan dan /atau jaringan jalur kereta api yang

dipi oleh perairan untuk mengangkut penumpang,
kendar: beserta muatannya.
Kendara Bermotor adalah setiap Kendaraan yang

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
Kendara?n yang berjalan di atas rel.

Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang
digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Golongan kendaraan adalah pengklasifikasi kendaraan di
Indonesia, terdiri dari :

a. golomgan | : sepeda;

. sepeda motor dibawah 500 cc dan

" gerobak dorong;

. sepeda motor besar (= 500 cc) dan

" kendaraan roda 3;

d. golongan IV  : kendaraan bermotor berupa Jeep,
Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet,
Pick Up, Station Wagon dengan
panjang sampai dengan S (lima)
meter dan sejenisnya;

e. golopgan V : kendaraan bermotor berupa mobil
bus, mobil barang (truk)/tangki
ukuran sedang, dengan panjang
sampai dengan 7 (tujuh) meter dan
sejenisnya;

f. golongan VI : kendaraan bermotor berupa Mobil
Bus, Mobil Barang (truk)/tangki
dengan ukuran panjang lebih dari 7
(tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh)]
meter dan sejenisnya dan kereta
penarik tanpa gandengan;

g. golongan VII : kendaraan bermotor berupa Mobil
Bus, Mobil Barang (truk)/tangki,
kereta penarik berikut gandengan
serta kendaraan alat berat dengan
ukuran panjang lebih dari 10
{sepuluh) meter sampai dengan 12
{dua belas) meter dan sejenisnya;

h. golongan VIIl : kendaraan bermotor berupa Mobil
Bus, Mobil Barang (truk
tronton)/tangki, kendaraan alat
berat dan kereta penarik berikut
gandengan dengan ukuran panjang
lebih dari 12 (dua belas) meter dan
sejenisnya;

i. golongan IX : kendaraan bermotor/angkutan
barang dengan panajng 12 (dua
belas) meter sampai dengan 16
(enam belas) meter dan sejenisnya;

b. golopgan Il

¢ golongan 111

28. Transaksi...




28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Transak:
transaks

i Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah
yang menggunakan instrument berupa uang

kartal, yfu'tu uang dalam bentuk fisik uang kerias dan

uang log
Transak
adalah

lembaga
Online a
Real Ti

i Non Tunai yang selanjuinya disebut non tunai
ansaksi yang menggunakan intrumen berupa
ayaran Menggunakan Kartu (APMK], Cek, Bilyet
Debit, Aplikasi QR Kode, Aplikasi instrumen
an keuangan (E-Commerce) maupun uang
yang di keluarkan oleh perbankan dan/atau
euangan non perbankan.

alah komunikasi dalam jaringan internet.

e adalah kondisi pengoperasian dari suatu

sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang

dibatasi

oleh rentang waktu dan memiliki tenggat wakiu

{deadline} yang jelas, relatif terhadap waktu suatu
persitiwg] atau operasi terjadi.
Aplikasi | adalah suatu subkelas perangkat Ilunak

komput,elr yang memanfaatkan kemampuan computer
langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan
pengguna.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang

dilaku dengan menggunakan computer, jaringan
computer, dan/atau media elektronik lainnya.

Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan
transaksj keuangan anatara nasabah dan bank serta
posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah dengan
bank.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
proseduy elekironik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampjlkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.

Paymentl point adalah cara pembayaran dari masyarakat
yang ditujukan untuk keuntungan pihak {terientu
biasanya adalah giro milik suatu perusahaan yang
pembayarannya dilakukan melalui bank.

Payment] Gateway adalah sebuah penyedia jasa aplikasi
e-commerse yang mengotorisasi pembayaran untuk pajak
daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah
lainnya.
Transfer] adalah suatu kegiatan jasa bank untuk
memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan
perin pengiriman yang ditujukan untuk keuntungan
seseora.r%% yang ditunjuk sebagai penerima.

Autodebet adalah pembayaran elekironik yang dibuat
langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang
telah ditentukan.

40. Deposit...




40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

Deposit

{biasany;
sudah di
korang (
Virtual A

intransit (Setoran dalam perjalanan) adalah
uang yang disetorkan oleh perusahaan ke bank
pada akhir suatu periode) dan uang tersebut
rima bank tetapi belum dilaporkan direkening

ank statement).

unt adalah merupakan rekening buatan yang

akun ini [ferdapat ID pelanggan yang dibaut oleh bank.

tidak beFar-benar nyata atau virtual. Biasanya dalam

Rekonsil

si adalah suatu laporan tentang penyesuaian

saldo
retribusi
Wajib R
menurut]

diwaj ibkEn

termasu
Masa Re
merupak
memania
Pemerin
Surat S

ncatatan antara perangkat daerah, wajib
tau pengguna jasa dengan laporan bank.
tribusi adalah orang pribadi atau badan yang
peraturan perundang-undangan retribusi
untuk melakukan pembayaran retribusi,
- pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
ribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
an batas wakiu bagi wajib retribusi untuk
tkan jasa dan perizinan tertentu dari
Daerah
etoran Retribusi Daerah yang selanjuinya

disingka
penyetor
menggur
lain ke

ditunjuk
Surat K
disingka

SSRD adalah bukii pembayaran atau
rn retribusi yang telah dilakukan dengan
lakan formulir atau telah dilakukan dengan cara

kkas Daerah melalui tempat pembayaran yang

oleh Wali Kota.
ctetapan Retribusi Daerah, yang selanjuinya
. SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok Refribusi yang

terutang
Surat K

retribusi

sfetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang

menentukan kelebihan

selanjuttiya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan

yang jumliah

pembay retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
airan

besar

ipada retribusi yang terutang atau yang

seharusgya tidak terutang.

Surat gihan Retribusi

disingka;
retribusi
dan/atai

MAKI

Daerah, yang selanjuinya
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
dan/atau sanksi administratif berupa bunga
1 denda.

BAB 1l
SUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusfinnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman
dalam pelay:
Pelabuhan Penyeberangan Kota Sibolga

an Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di

Pasal 3.....




Tujuan disusul

Pasal 3
nya Peraturan Wali Kota ini adalah :

a. mengatur | dan mengendalikan setiap kegiatan
penyelengé:i.raan jasa  pelabuhan di Pelabuhan
Penyeberangan Kota Sibolga;

b. sebagai ali;ilmbinaan dan pengawasan terhadap setap
pelaksanaapn kegiatan penyelenggaraan jasa pelabuhan di

Penyeberangan Kota Sibolga

Pelabuhan
PELAYAN

Kewenangg

(1) Kewenang?
dinas.

(2) Kewenanggn

meliputi ;

perbafj
(3) Pemungutz
yang digur

BAB 1lI
AN KEPELABUHANAN

3agian Kesatu

n Pemungutan Retribusi
Pasal 4

n pemungutan Reiribusi dilaksanakan oleh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hkan inventarisasi objek pelayanan jasa

pemungutan retribusi pelayanan
wkan kerja sama dengan lembaga keuangan,
kan atau tempat pembayaran lainya.

n Retribusi sesuai dengan jasa kepelabuhan

akan pengguna jasa.

(4) Penerimaar
disetorkan

1 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebelum
ke Bendahara Penerima Dinas merupakan

tanggung jdwab Kepala UPT.

|Bagian Kedua

Penggunaan $ﬁstem Informasi dan Aplikasi

Pasal 5

(1) Pemerintal

Daerah.

Daerah dapat membuat dan mengembangkan

sistem infalrmasi dan aplikasi untuk layanan perparkiran di

(2)
ayat §
penyelengg,
Pemerin
badan.

(3
badan w
informasi’
kepelabuh
ketentuan

Pemerintaiiil

Sistem mf rmasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada

dapat disediakan/digunakan untuk
aan pelayanan pelabuhan penyeberangan oleh
Daerah atau terintegrasi dengan orang atau

Daerah dapat bekerja sama dengan orang atau
tuk pengadaan dan pengembangan sistem

dan aplikasi pembayaran pelayanan
an di Daerah dengan berpedoman pada
eraturan perundang-undangan.

BABIV...




BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,

PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
.Bagian Kesatu
Tata|[Cara Pemungutan
Pasal 6

(1) Retribusi Pglayanan Kepelabuhanan dipungut dengan cara:
a. SKRD u dokumen lain yang dipersamakan;

b. Sisten:{ aplikasi pembayaran yang terintegrasi dengan
perbankan maupun aplikasi pihak lainnya.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagimanan dimaksud
pada ayat [(1} huruf a dapat berupa karcis, kupon, kartu
langganan @an lain-lain yang sejenis.

{3) Perbankan|maupun aplikasi pihak lainnya dimaksud pada
ayat (1) huruf b dapat berupa Penyedia layanan transaksi
keuangan [yang terdiri dari Bank Pengelola RKUD, Mitra
Bank, Ageif. Bank, E-commerce, Point Payment, dan Fintech.

-|Bagian Kedua
Tata}Cara Pembayaran
Pasal 7

(1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dapat
dilakukan melalui :

a. pembayaran tunai; dan/atau
b. pembayaran non tunai.

{2} Pembayar tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dalam bentuk sebagai berikut :

a. SKRD

b. Karcis;

c. Kupon;

d. Kartujlangganan;

e. vaitéhsi; dan

f. Dokumen lain yang sesuai dengan Kketentuan
perun@ang-undangan.

{3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf bldapat dilakukan secara online payment melalui:
a. Pembayaran langsung/direct payment
b. E-Payinent (mesin EDC, E-commerse danjatau e-

money);

(4} Bukti Pembayaran retribusi daerah yang diterima berupa :

a.
b. Resi

-

Slip atau bukti pembayaran;

atau struk pembayaran.

Pasal 8...




Pasal 8

(1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan

(2)

(3)

(4)

(1)
()

3)

(4)

(S)

(1)

pelayanan

retribusi kepada masyarakat, ketersediaan

instrumen [dan kanal pembayaran diperluas melalui kerja

sama Bank
mempermy

Pengelola RKUD dengan mitra kerja sama untuk
ah akses bagi masyarakat dalam melakukan

transaksin
Kerja samg
aspek bar
pengemban
bantuan b
retribusi.
Ketentuan
sebagaima

on tunai pembayaran retribusi.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput
tuan pengadaan peralatan, pangadaan dan
oan  sistem aplikasi, pemeliharaan dan/atau
aya operasional dalam penerapan sistem online

teknis opersional pelaksanaan kerja sama
a dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut

dalam perjanjian kerja sama.

Kepala Di
menyusun

nas diberikan kuasa oleh Wali Kota untuk
dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Ketiga

Retribusi
Setiap Per
oleh Kepal
undangan
kendali. .

2 Cara Penyetoran

Pasal 9

iﬁlayanan Kepelabuhanan disetorkan ke RKUD.

etoran refribusi dicatat dalam rincian setoran
a UPT sesuai dengan peraturan perundang-
pada laporan persediaan karcis dan Kkartu

Tanda bul?:i penyetoran setoran penyerahan dan besaran
penerimaan diurai dengan rincian berdasarkan jenis jasa

kepelabuhj'n.
Hasil pe:i:ngutan dan ftransfer danjatau pemindahan

buku retri
lama 1 (sat
Dalam hal
libur, tang

usi disetor sepenuhnya dalam waktu paling
1} kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.

penyetoran ke RKUD beriepatan dengan hari
sal penyetoran diundur menjadi kerja pertama

pada saat Setelah hari libur.

Untuk per
melalui tra
dibayar ole
Bank Umt
mendapat;

Pasal 10

nbayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan
nsaksi non tunai penyetoran retribusi yang telah
h pengguna jasa kepelabuhanan dilakukan oleh
m dan jatau Lembaga keuangan yang telah
persetujuan Wali Kota ke rekening penampung

untuk selapjutnya di setor ke RKUD.

{2)Tarda...




(2) Tanda bukfi penyetoran setoran penyerahan dan besaran
penerimaar) diurai dengan rincian berdasarkan jenis jasa

kepelabuh

(3) Hasil pemyingutan dan transfer dan/atau pemindahan
buku retribusi disetor sepenuhnya dalam waktu paling
lama 1 (satfy) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.

(4) Dalam hal sistem transaksi penyetoran pemungutan

retribusi p

ada Bank Umum dan/atau Lembaga Keuangan

tidak memungkinkan untuk dilakukan penyetoran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dengan cara transfer,
Payment Gateway, Autodebet, dan Virtual Account dapat

dilakukan’

paling lama 2 (dua) kali dalam 24 (dua puluh

empat) jam|sesuai dengan kapasitas sistem aplikasi.

Pasal 11

Retribusi yang dibayarkan oleh pengguna jasa kepelabuhan ke
Bank dan/atay lembaga keuangan harus dilimpahkan ke Kas

Daerah sesua

dengan kesepakatan yang dituangkan dalam

perjanjian kerja sama antara Bank Pengelola RKUD dengan
Bank danjatau lembaga keunangan lain tempat retribusi

dibayarkan.

Ragian Keempat

Tempat Pembayaran

(1) Pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan dapat

dilakukan

pada tempat pembayaran karcis retribusi

pelayan ke

pelabuhanan.

(2) Pembayara n retribusi pelayanan kepelabuhanan secara non
tunai dapay di lakukan dengan cara antara lain :

a. Bank,

to host
c. QRIS (
Bankir
Tunai

Lembaga Keuangan Non Perbankan dan/atau

haan penyelenggara jasa sistern Pembayaran;

engan system aplikasi;

uick Response Indonesian Standard), internet
, Mobile Banking, SMS Banking, ATM (Anjungan
andiri); dan

d. Payment Gateway dan Virtual Account.

PELAPORAN, RE

{1} Pelaksanas
a. Rekon:
b. Rekons

BAB YV
KOSILIASI DAN PENGAWASAN

.Bagian Kesatu

Rekonsiliasi
Pasal 13
n Rekosiliasi terdiri atas :

iasi karcis;
iliasi sistem online,

{2)Rekonsiliasi...




(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3) Rekousiliasi

(4)

(8)

()

Rekonsilias
kepelabuhg
karcis dan
Rekonsilias

setiap hari

i data transaksi pembayaran refribusi pelayanan
n dilakukan dengan mencocokan data transaksi
aporan persediaan karcis.

] data transaksi pembayaran retribusi pelayanan

ada akhir hari kerja oleh Bendahara Penerima

kepelabuha!: dapat dilakukan secara periodik danjatau

dengan Bagd
Rekonsilia:
kepelabuh

an Pendapatan Daerah.
| data transaksi pembayaran retribusi pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

dilaksanakan setiap satu semester tahun berjalan anggaran

dan ditué.
retribusi pe

ngkan dalam laporan semester pendapatan
yanan kepelabuhanan.

Rekonsﬂia:lzndata transaksi pembayaran retribusi pelayanan

kepelabuh

pendapatan

setoran,rek

dilakukan dengan mencocokan penerimaan
daerah antara surat tanda terima
ening koran, laporan persediaan karcis dan

aplikasi sistem pendapatan daerah di dinas.

‘[Bagian Kedua

Rekoniliasi Sistem Online

Badan per
retribusi w,

Pasal 14

dapatan daerah selaku koordinator pengelola
ajib melaksanakan rekonsiliasi data output dari

sistem On
perusaha
dengan be

Rekonsﬂia i}

dilaksanal
setiap hari

dilaksan

ine dengan pihak Bank persepsi danjatau
penyelenggara jasa sistem pembayaran serta
dahara penerima dinas.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan dilaporkan secara periodik dan /atau
ada akhir hari kerja.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya wajib setiap 1 (satu)

bulan sekalli.

Dalam hal
maka nil
harus me

terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi,
nominal retribusi yang diakui secara definitif
gacu pada jumlah nominal yang dinyatakan

masuk pa

RKUD.

Terhadap *
pada ayat
layanan

‘fasa  kepelabuhanan,

jata yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud
(3) dilakukan penyesuaian data antara laporan
Rekening penampung

sementara

an RKUD.
data sebagaimana dimaksud pada ayat ()
dalam Berita Acara Rekonsiliasi serta

pada Wali Kota.

Bagian...




Seluruh

pelaporan
kepelabuhan Fnenjadi

3agian Ketiga
Pelaporan

Pasal 15

penerimaan  retribusi  pelayanan
tanggung jawab Kepala UPT dan

Bendahara Penerimaan Dinas.

(1) Kepala Dj::as

pengendali

Pasal 16

wajib melakukan pengawasan dan
retribusi pelayanan kepelabuhan.

(2) Kepala UPT wajib membuat laporan penerimaan retribusi

pelayanan

#epelabuhan kepada Kepala Dinas setiap hari

pada akhir |hari kerja dan secara periodik setiap bulan.

{3) Bendahara

Penerima wajib membuat laporan realisasi

penerimaan pendapatan pelayanan kepelabuhan setiap hari

pada akhiy

bulan.

{1) Kepala Di

pelaksanaas

pelayanan

(2) Dalarn mel

pada ayat
persetuju

hari kerja dan sekurang-kurangnya setiap

Pasal 17

as wajib melakukan pengawasan terhadap
pemungutan dan sistem online retribusi
epelabuhanan.
sanakan pengawasan sebagaimana dimaksud
(1) dapat membentuk Tim Pengawasan dengan
Wali Kota.

(3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan

dalam Keputusan Wali Kota.

BABVI..




BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal

Agar  setiap| orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundanganl Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

pada tanggal 10 November 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga

pada tanggal 1? November 2022

SEKRETARIS [

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

AERAH KOTA SIBOLGA,

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 444

Salinan sesuai dengan aslinya

N S‘l/

GABE TQRANG

. KEPALA BAGIAN MUKUM,
N

SIPAHUTAR, S.H..M.M.

NIP,

19810705 200804 1 001




